BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Keabsahan peralihan hak atas tanah melalui hibah tanah adat ditentukan
oleh Hukum Adat sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah adat. Ketentuan-ketentuan mengenai
peralihan hak atas tanah adat dalam peraturan tersebut darahkan pada
Hukum Adat yang berlaku sejauh tidak bertentangan dengan undang-
undang. Kasus peralihan hak atas tanah hibah yang terjadi di Keuskupan
Sibolga adalah tanah dengan status tanah belum terdaftar atau dengan kata
lain tanah adat. Maka hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus
tersebut adalah Hukum Adat, secara khusus Adat Batak dan hukum Adat
Nias. Keabsahan peralihan hak atas tanah melalui hibah dalam Hukum Adat
ditentukan oleh unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum
adat stempat. Pada umumnya peralihan hak atas tanah adat melalui hibah
menurut Hukum Adat harus dilakukan dengan terang dan riil. Terang
artinya dimana kegiatan proses hibah tanah dilakukan di hadapan keluarga
dan kepala adat, dan masyarakat adat, dan riil adalah dimana hibah atas
tanah tersebut dilakukan di hadapan minimal 2 orang saksi.

Berdasrkan Hukum Adat Batak dan Hukum Adat Nias peralihan
hak atas tanah dari umat kepada Keuskupan Sibolga sebagai Badan Hukum
Keagaman yang ditetapkan berdasarkan Staatsblad tahun 1927 No. 155, 156
dan 532, sebagaimana dinyatakan pula dalam Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia
yang terakhir diubah dengan Keputusan tanggal 16 Februari 2006 No. 66 jo.
Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13 Februari 1967 No. 1/Ddd
AT/Agr/67 adalah sah. Sebab jika keabsahan hibah tanah adat dari umat
kepada Keuskupan Sibolga tersebut dilihat dan dianalisis dari sudut

pandang hukum adat, semua unsur atau syarat hukum adat untuk
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menentukan keabsahan hibah atas tanah adat sudah terpenuhi sebagaimana
telah diterangkan dalam kasus posisi. Oleh karena itu, hibah tanah tersebut
sah menurut Hukum Adat. Hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya syarat
keabsahan peralihan hak atas tanah adat melalui hibah menurut Hukum
Adat.

2. Perlindungan hukum bagi Keuskupan Sibolga sebagai penerima hibah tanah
adat adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 5 UUPA dikatakan bahwa dasar dari UUPA adalah
hukum adat. Dengan demikian UUPA sebagai peraturan yang berlaku untuk
peralihan ha katas tanah mengakui keberadaan Hukum Adat yang masih
hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian peralihan ha katas
tanah adat dan yang dilakukan menurut Hukum Adat diakui keabsahannya
sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang

berlaku.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dikatakan
bahwa apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan
atas tanah hibah tersebut, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk
lain yang dapat dipercaya, maka pembuktian hak dapat dilakukan bukti
penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.
Pembuktian hak menurut ayat (2) ini harus memenuhi syarat sebagali
berikut:

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan
dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun

atau lebih secara berturut-turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut
selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui
dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan

yang bersangkutan;

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang

dapat dipercaya;
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d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana
dimaksud Pasal 26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal

yang disebutkan di atas;

f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang
haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang
bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam

pendaftaran tanah secara sporadik.

Keuskupan Sibolga dapat berlindung terutama pada ketentuan Pasal
24 ayat (2) ini. Berdasarkan kasus posisi sebagaimana diterangkan di atas,
Keuskupan Sibolga telah secara nyata menguasai tanah tersebut secara fisik
dengan itikat baik, dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis dalam bentuk

akta di bahwa tangan, dan saksi-saksi hidup yang dapat dipercaya.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997
dikatakan bahwa tanah hibah dengan status tanah adat atau tanah yang
belum terdaftar, yang diterima oleh Keuskupan Sibolga tersebut dapat
didaftarkan kepada Kantor Pertanahan, walaupun peralihannya tidak
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Selain itu Keuskupan Sibolga sebagai Badan Hukum Keagamaan
juga dapat berlindung pada Pasal 49 UUPA yang mengatakan bahwa Hak
Milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunanakan
untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi.
Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup
untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. ” Jika
dilihat dari kasus posisi dalam sengketa tersebut, nyata-nyata dan menurut
pengetahuan orang banyak, tanah dalam kasus tersebut adalah tanah yang
dikuasai oleh Keuskupan Sibolga. Hal tersebut juga dikuatkan dengan surat

hibah walau hanya dengan akta di bawah tangan sebagai bukti bukti tertulis.
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Sekalipun hibah tanah adat dengan cara adat dan dengan akta di
bawah tangan tersebut sah dan dapat dilindungi secara hukum, namun pihak
Keuskupan Sibolga tetap memiliki kewajiban sebagai penerima hibah tanah
adat untuk kemudian melakukan pendaftaran tanah tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diperintahkan
dalam Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997. Ini sangat penting sebab
dengan pendaftaran tanah terbut maka Keuskupan Sibolga sebagai pihak
yang berkepentingan akan memperoleh sertifikat. Pada Pasal 19 ayat (2)
butir c dikatakan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) mengatakan bahwa Dalam hal atas
suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang
atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertipikat tersebut. Dengan demikian Keuskupan Sibolga sebagai Badan
Hukum memperoleh perlindungan hukum dengan alat bukti yang kuat atas

tanah yang dikuasai yaitu sertifikat.

Secara khusus untuk kasus hibah tanah adat yang terjadi antara ahli
waris Koa Barutu (pernghibah) dengan Keuskupan Sibolga di satu sisi juga
sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana
diterangkan dalam kasus posisi dimana ahli waris penghibah Koa Barutu
yang melakukan pemagaran terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain
tanpa alas hak, perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai
penyerobotan tanah orang lain, melakukan pemblokiran akses jalan menuju
gereja sehingga menggangu ketertiban umum. Kemudian dalam proses
penyelesaian sengketa, ahli waris Koa Barutu tidak koperatif dan melakukan
perilaku-perilaku yang tidak etis terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh

masyarakat desa dan tokoh agama. Maka perbuatan ahli waris Koa Barutu

117



tersebut dapat dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar

memperoleh perlindungan hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh

Keuskupan Sibolga.

5.2. Saran

Melihat dan belajar dari kasus yang telah dipaparkan dalam kasus posisi dan

dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang terjadi kepada Keuskupan Sibolga di

atas, Penulis memiliki beberapa saran kepada Komisi Pertanahan Keuskupan

Sibolga. Diantaranya adalah:

1.

Melakukan inventarisasi data pertanahan baik yang langsung di
bawah kepengurusan Komisi Pertanahan Keuskupan Sibolga, dan
yang selama ini di bawah pengurusan Paroki-Paroki yang berada di
bawah naungan Keuskupan Sibolga.

Penataan dokumen, Mengklasifikasikan status peralihan hak atas
tanah milik Keuskupan Sibolga, sehingga dapat diketahui baik
status, jenis peralihan hak atas tanah tersebut.

Sesuai dengan perintah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA jo. PP
No. 24 Tahun 1997, Keuskupan Sibolga harus segera melakukan
pendaftaran tanah untuk mendapatkan setifikat atas tanah yang
dikuasai, dan demi kepastian serta perlindungan hukum. Ini secara
khusus untuk tanah-tanah adat yang proses peralihannya dilakukan
dengan akta di bawah tangan baik melalui jual beli, hibah, warisan,
tukar menukar, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.
Keuskupan Sibolga dapat menggunakan Pasal 37 ayat (2) PP No. 24
tahun 1997 untuk melakukan pendaftaran atas semua tanah yang
dibuat dengan akta di bawah tangan. Atau mengadakan pembaruan
perjanjian peralihan hak atas tanah dengan pihak-pihak terutama
penghibah tanah, sehingga sesuai dengan ketentuan UUPA jo. PP
No. 24 Tahun 1997. Hal ini hanya dapat dilakukan jika relasi di
antara kedua belah pihak baik. Maka sebelum terjadi sengketa atas

tanah-tanah hibah dengan akta di bawah tangan tersebut, maka
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Penulis menyarankan agar Keuskupan Sibolga segera melakukan
pendaftaran tanah-tanah tersebut.

Keuskupan Sibolga sebaiknya tidak menunggu ada gugatan atau
sengketa atas tanah, untuk kemudian melakukan perhatian terhadap
tanah-tanah hibah yang ada, melainkan harus segera mengadakan
pendekatan kekeluargaan, sehingga secara bersama-sama dapat
melakukan pengurusan tanah dan pendaftaran hak atas tanah
tersebut. Karena apabila hal tersebut dilakukan setelah ada sengketa

atau gugatan, akan relatif menjadi lebih sulit.
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